PERATURAN DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MO L DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) DHARMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbamg - a  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2)  Peratur: 1
Daerah Nomor 5 Tahun 1935 tentang Perusahaan Daerah (PL)
Dharma Jaya Daerah Khusus bukota Jakarta, Penambaha
Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari anggaran Daeral;
perlu diatur dengan Peraturan Daerah:

b.  bahwa sesya dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang—Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal s
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaq
Keuangan Daerah, dan Pasal 71 ayat (7)  Peraturan Mente
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedom:
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengzn
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
Penyertaan  modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah:

C.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Firuf & ‘an huruf b, perlu membentyk Peraturan Daerah
tentang Penambahan Penyertaan Modal  Daergh Pada
Ferusahaan Daerah (PD) Dharma Java;

Mengingat L L Undang—Um‘Iang Nomor 5 Tahun 1962 tentang  Perusahaan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang~Undang
Nomor 6 Tahun 1909 (Lembaran Negara Republik Indonsia
Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 87)

Re

Undamg—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Feraturan Perundang-unciangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintal an
Daerah (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2(.04
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Normor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Femerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Undang—Undaﬂg Nomor 29 Tahwun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai bukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744):;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Akuntansj Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 4576):

Peratiran  Pemerintah Nomor 58 Tahun 005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  tentang
Pengelotaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Ni:gara Republik Indonesia Nomor 4609):

Peraturan Menteri Dajam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007:
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12.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan
Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus lbukota Jakarta
(Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 Nomor
74

13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provins]
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAR (PD) DHARMA JAYA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta yang selanjutnya disebut
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset Daerah dari kekayaan Daerah
untuk disertakan sebagai penambahan modal pada Perusahaan Daerah,

6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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(2).

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan —untuk mengembangkan usaha
Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial,
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakal.

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus |bukota
Jakarta dengan modal dasar sebesar Rp. 2. 800.000.000,- (dua miliar delapan
ratus juta rupiah) yang telah disetorkan sebesar Rp. 2.540.664.639,- .( dua miliar
lima ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga
puluh sembilan rupiah).

Selain Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Provinsi DK| Jakarta telanh melakukan penambahan penyertaan
modal sebesar Rp. 19.161.432.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh
satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan antara tahun 1992
sampai dengan tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut :

a. Tahun 1992/1993 sebesar Rp. 3.761.432.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam
puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

b, Tahun 1997/1998 Sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta
rupiah);

c. Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiahy;
d Tahun 2003/2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

o Tahun 2004/2005 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

f  Tahun 2006/2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiahj},



Lh

FPasal 4

(1). Dalam Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah melakukan penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebesar
Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2). Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 185508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 20
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) DHARMA JAYA

UMUM

Peraturan Daerah ini pada hakekatnya mengatur mengenal Penyertaan
Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penambahan modal pada
Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya.

Penambahan modal tersebut, selain dimaksudkan untuk mengembangkan usaha
Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, juga

bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam Peraturan Daerah ini adalah vnfuk memenuhi ketentuan
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Dacrah Daecrah Khusus lbukcta Jakarta Nomor 5
Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah (PD)} Dharma Jaya Daerah Khusus
[bukota Jakarta, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas



Pasal 4
Ayat 1
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan
Daerah Dharma Jaya sebesar Rp. 15.000.000.000 - (lima belas miliar
rupiah) untuk dipergunakan pembangunan Gudang Pendingin.
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR
NOMOR 17




